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PUTUSAN
Nomor 848/Pdt.G/2017/PA Sgm.
z <\ »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
dalam perkara antara:

J¥*xx o glias  Y**** binti M**** Dg. N**** umur 30 tahun, agama Islam,

pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SD, alamat di
XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut Penggugat.;
melawan

D***xxk pin A**** Dg. S*¥™* umur 47 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan, agama

Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SLTP,
alamat di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

2 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sungguminasa Nomor 848/Pdt.G/2017/PA Sgm., tertanggal 2 Nopember 2017

dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah,
yang menikah pada hari Rabu tanggal 8 Juli 1998 M bertepatan dengan
tanggal 14 Rabiul Awal 1419 H sebagaimana yang tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa di bawah register
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/19/VI1998, tertanggal 14 Juli 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dirumah tante Tergugat lalu pindah ke rumah kontrakan bersama
di Kabupaten Bone kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan bersama
di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat, namun sejak bulan Juni 2015,

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan bersama;
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3. Bahwa dari perkawinan Penggugat danTergugat telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak yang masing-masing bernama (1) R*** (lahir tanggal 11
Januari 2000), (2) R**** (lahir tanggal 28 Agustus 2006) dan (3) R**** (lahir
tanggal 9 Juli 2008), yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2006 antara
Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena :

— Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi dan meminum minuman
keras dan ketika sudah marah selalu merusak barang dan mencaki-
maki Penggugat;

— Tergugat ketika masih tinggal bersama Penggugat menjalin hubungan
dengan wanita idaman lain (WIL) bahkan sekarang diketahui telah
menikah dengan wanita lain tersebut;

5. Bahwa pada bulan Juni 2015 merupakan puncak perselisihan Penggugat
dan Tergugat dimana pada saat itu kembali terjadi pertengkaran Antara
Penggugat dan Tergugat yang menyebukan Tergugat pergi dari rumah
kontrakan di Kota Manokwari dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak
pernah kembali ke rumah tempat tinggal Penggugat sehingga antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan telah hidup
terpisah selama + 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

7. Bahwaberdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum
apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan
gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak
satu bain shughraa Tergugat D****** pin A*** Dg. S**** terhadap
Penggugat J***** alias Y**** binti M**** Dg. N*****;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama
Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan

Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai
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Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam
mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat D****** hin A**** Dg, S****
terhadap Penggugat J***** alias Y**** binti M**** Dg, N**rrx,

3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang
memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat
kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat teah
datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah,
meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan
patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 9 Nopember 2017 dan 17
Nopember 2017, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun
demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugatagar rukun
kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat,
namun Penggugat tetap pada pendiR****nya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dan dinyatakan oleh
Ketua Majelis siding tertutup untuk umum, dan didahului dengan membacakan
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gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan
Akta Nikah Nomor: B.1185/KUA.21.06.15/PW.01/X/2017 tertanggal 27 Oktober
2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Bukti tersebut bermeterai cukup,
dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraiannya Penggugat
menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama yakni M**** Dg. P*** pinti T*** umur 57 tahun, dibawah

sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung
Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat, namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2009 mulai
timbul perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah
secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri
untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;

- Bahwa saksi tiga kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak
bulan Juli 2009 hingga sekarang telah berlangsung selama + 7 (tujuh) tahun
8 (delapan) bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada
komunikasi lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan
anak-anaknya;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun

kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Saksi kedua yakni J¥*** pin M***** - ymur 25 tahun, dibawah sumpah telah

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik Penggugat
sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat, namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2009 mulai
timbul perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah
secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri
untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;

- Bahwa saksi tiga kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak
bulan Juli 2009 hingga sekarang telah berlangsung selama + 7 (tujuh) tahun
8 (delapan) bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada
komunikasi lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan
anak-anaknya;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah
bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon
putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut diatas;
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Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum
Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan
Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka
Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa,
mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus
dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha
menasehati Penggugat dengan menasehati Penggugat agar Penggugat bisa
kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama
materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah
Penggugat ingin bercerai karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak
kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi
kebutuhan hidup rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat
terlebih  dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan
dengan bukti P, hal mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik
karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam
suatu ikatan perkawinan yang sah;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraiannya,
Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut adalah
keluarga dekat Penggugat, keduanya di hadapan persidangan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat
formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut
dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan
saksi-saksi  tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu  perlu
mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;

- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara
layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk
memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;

- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak bulan Juli 2009 Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal
Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada
komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa kedua saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat yang telah
disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa
keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain
dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinilai telah
memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi, karena itu maka dalil-
dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi sepanjang
yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat
dalam ikatan perkawinan sabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
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- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun
kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga
Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah
tangga;

- Bahwa sejak bulan Juli 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama + 7 (tujuh) tahun 8
(delapan) bulan;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak
pernah berkomunikasi satu sama lain;

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat rukun kembali
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi
disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta seringnya terjadi pertengkaran
dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan
Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan kalau mabuk selalu
merusak dan mencacimaki Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah
dengan perempuan lain. Perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian
berlanjut dengan pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan selama Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak
saling menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa bentuk percekcokan sebagaimana diuraikan di atas
menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan
Tergugat bukannya berkurang justru semakin menunjukkan peningkatan
kualitas perselisihan, dimulai dari pertengkaran mulut kemudian berlanjut
dengan pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7
(tujuh) tahun 8 (delapan) bulan tanpa saling menghiraukan satu sama lain. Dari
bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut membuktikan bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk menasihati Penggugat

agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, ternyata tidak
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berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai. Berdasarkan fakta

tersebut, maka patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,
sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai
dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Kitab Ghayatu Al-Maram halaman
791, yang berbunyi :

dallbhualsllglaslihalea ¢ s g He jarc 2SN 4

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim
diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.
‘Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya
sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat
kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan
berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut
dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan
alasan perceraian”

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat
disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan
perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara
suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah
kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara
suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan
yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam

masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh
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suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan
lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan
nilai-nilai ‘ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung
dalam simpul kalimat sakinah (ketenangan/kebahagiaan), mawaddah (saling
mencintai) dan rahmah (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami
istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak
dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-
nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk
mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok
Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai
telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149
ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan
sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain

yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Rahmad R****di bin B*****
Dg. G***) terhadap Penggugat (J***** alias Y**** binti M**** Dg. N****x);

4. Memerintahkan  Paniter Pengadilan Agama Sungguminasa  untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap keapada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 M.,
bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 H., oleh: Maryam Fadhilah
Hamdan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI,,
M.HI., dan Uten Tahir, S.HI.,, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dengan dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas, sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Uten Tahir, S.HI.,M.H. Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti
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Drs. H. S. Ahmad Abbas.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 255.000,00
4. Meterai Rp 6.000,00
5. Redaksi Rp 5.000,00
Jumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
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